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PUTUSAN
Nomor 184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan
memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, bersidang di
Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya
Nomor 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikugﬁ“éjt;&m
sengketa antara : «iﬁ '

1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOFX&MJAKARTA,

Ava®
berkedudukan di Jalan Medan Merdel%%élatan, Nomor 8-9,

Kota Administrasi Pusat, dalamxﬁé%*?ni memberikan Kuasa

~

kepada: @
N
1. NUR FADJAR, Sflﬂ%\y

£

2. MOMON MWA, S.H., M.Si.;

3. DENNYJ@Q%OKO, SH.;

4. HAQ%%AD.P.PURBA, S.H.:

AN

5&“&\%\( PRASTYA YUDHA, S.H., M.H. :
x?v AGUS, S.H. :
@ 7. NADIA ZUNAIROH, S.H. :
\

-

-
“ 8. TENDI FRENKI, S.H.;
-~

Q;?k 9. IMAM HEYKAL, S.H.,M.H. ;
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung
Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan

Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat bertindak

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Surat Kuasa Khusus Nomor 132/-1.875.2, tertanggal 19

Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/

PEMBANDING ;

2. PT. JAKARTA PROPERTINDO, beralamat di Gedung Thamrin City Lantai
1, Jalan Thamrin Boulevard, Kelurahan Kebon Melati,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10230, dalam hal ini
diwakili oleh Satya Heragandhi, Warga Negara Ind{qx‘
selaku Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo, Pe\;% 1at di
b

an Cilandak

Jalan Bhakti Ill Kav.8 RT 003/RW 007, Kel
Timur, Kecamatan Pasar Minggu, DKI I?é“i"ta, dalam hal ini

memberi Kuasa kepada : Q‘%ﬁv

1. ARYANTO HARUN, S. H
)

2. PAULUS HERSUT l\ﬁ“ﬁ\, S.H.
N
3. ALDRIEN S'I(i\?é&N PATTY, S.H.

a4, HERBER@JS H.M.H.;

Warganegara Indonesia, Advokat dan

Kﬁgﬁtan Hukum dari Law Firm ARYANTO HARUN &

- 'RTNER beralamat di APL Office Tower Lantai 43-46, JI.
LetJend. S. Parman Kav. 28, Jakarta Pusat 11470,
i, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
006/UT2000/113/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 untuk

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI

/PEMBANDING;

MELAWAN:
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1. KALIL BT. CARLIM, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara

Angke RT.013/RW.011, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Nelayan, selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT | /TERBANDING; ---------------
2. SUHALI Bin URIP, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara
Angke RT,01/RW.021, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Nelayan, selarljtglya
disebut sebagai PENGGUGAT II/ TERBANDING; ‘%-— -------
3. YOGANI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal d\%ra Angke
RT.01/RW.021, Kelurahan Pluit, Kec@gtan Penjaringan,

Jakarta Utara, Pekerjaan Ne@y&ﬁ; selanjutnya disebut
N\

sebagai PENGGUGAT llI /T@;?,Z‘NDING;
x?’w
4. WARTAKA, Warga Negara Indonesg@@értempat tinggal di Muara Angke

RT.06/RW.01, Ke{ku; an Pluit, Kecamatan Penjaringan,

Jakarta Uta@j“ﬁpekerjaan Nelayan, selanjutnya disebut

sebagai- Q\NGGUGAT IV / TERBANDING;
'&

5. MARJAYA, ng%é\{\iegara Indonesia, Tempat, bertempat tinggal di Rusun

mara Angke Blok B3/3A, RT.04/RW.20, Kelurahan Pluit,
@X : Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Nelayan,
"»&5\" selanjutnya  disebut sebagai PENGGUGAT V /

Ay,
o5
Y

TERBANDING;

6. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, beralamat di
Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Pasal 16 jo Pasal 18
Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup

Indonesia (WALHI), dalam hal ini diwakili oleh :
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1. Nama : ABETNEGO PANCA PUTRA
TARIGAN ;
Warga Negara : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Naskah Nomor 2, Perumahan
Wartawan Puri Mulya, RT. 003/RW.
008, Kelurahan Kalimulya,
Kecamatan Cilodong, Kota Depok,
Provinsi Jawa Barat ; ﬁi\?ﬁw

Jabatan . Ketua Pengurus Yaya

Lingkungan Hidtfp?% Indonesia
Ko
(WALHI) ; &
S
2. Nama : KHOLIS ;
~
Warga Negara : Ind n‘%ia;

Tempat tinggal \%%n P. Al-Mustagim, Mampang

o

N Prapatan Il, RT.003/RW.002,

A%
&‘%» Kelurahan  Mampang Prapatan,
D

O

Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi

%ﬁ;ﬁ;ﬁ@ Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
»%;x Jabatan :  Sekretaris Pengurus Yayasan
}\?«v Wahana Lingkungan Hidup

Indonesia (WALH]I) ;

Q%Q; 3. Nama : AHMAD SYAMSUL HADI ;
Warga Negara : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pengadang, Kecamatan Praya

Tengah, Kabupaten Lombok
Tengah, Propinsi Nusa Tenggara

Barat ;
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Jabatan : Bendahara  Pengurus Yayasan
Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI/

TERBANDING,;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. ALGHIFFARI AQSA, S.H.;
N
2. BUSYRAA,SH.; @
PR
3.  WAHYU NANDANG HERAWAN, S.H.; &,\%
4.  BAHRAIN, SH.,M.H.; NS
Na
5. MOCH AINUL YAQIN, S.Hi.; *%%7”

6. RIDWAN BAKAR, S.H.; %ﬁ(;/

Y

7. MUHNUR, SH.; N
8. YUNITA, SH, LL\%??"*

9. ALLDOFE X‘;}%UARDY, SH.;
10. TIGOR{Q?MPITA HUTAPEA, SH. ;

11. MA®EW MICHELLE L, S.H. ;
\D
12,NELSON NIKODEMUS S, SH. ;

N

~13. AHMAD MARTHIN HADIWINATA, S.H.,M.H. ;

\,} 14. EVIRISNA YANTI, S.H.;

KQ?" Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat,
,,n?k Pengacara Publik, dan Asisten Pengacara Publik dari TIM
ADVOKASI SELAMATKAN TELUK JAKARTA, beralamat di

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta 10320, dapat

bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Januari

2016, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/

TERBANDING ;
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Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah

membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Juli 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat

banding;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta N%r,nor
e a4

N

14/G/LH/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Maret 2017 ;

NS

®

5
&

TENTANG DUDUK PERKARA |
~*

PRI
3. Berkas perkara Nomor 14/G/LH/2016/PTUN-JKT beserta sur@ﬁ;@zlamnya

yang berhubungan dengan sengketa ini;

Memperhatikan dan menerima ke@i%h‘h-keadaan mengenai duduk
perkaranya sebagaimana tercantum dﬂ:a,n'i putusan Pengadilan Tata Usaha

T
Negara Jakarta Nomor 14/G/LH/§§§Q}PTUN—JKT tanggal 16 Maret 2017 yang

amarnya berbunyi sebagai benifu :
®)
\T’@% MENGADILI

S

s,
. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat;

2. Memerintakan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan
N Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :
2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau

F Kepada PT Jakarta Propertindo tertanggal 22 Oktober 2015 dengan
segala tindak administrasi selanjutnya selama proses pemeriksaan
persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum

tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hatri ;
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II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tidak diterima ;

ll. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor : 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan
Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo, tertanggal 22
Oktober 2015 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2268 Tahun 2015 Tentang
Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta
Propertindo tertanggal 22 Oktober 2015 ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 474.500.- ( empat ratus

tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

«\"“&k !
Bahwa putusan Pengagdilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
'*k
diucapkan dalam sMgﬁanng terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16

Maret 2017 d @én dihadiri kuasa Para Penggugat/Terbanding, Kuasa

Tergugat/P@«B‘andmg dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding;

A \?“‘?
”:Mgz%wa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut

T‘Qfédgat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal
23 Maret 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 14/G/LH/
2016/PTUN.JKT. tanggal 23 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi
/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

14/G/LH/2016/ PTUN.JKT tanggal 24 Maret 2017,
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Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut
Tergugat Il Intervensi/Pembanding juga telah mengajukan permohonan banding
pada tanggal 23 Maret 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor
14/G/LH/2016/PTUN.JKT. tanggal 23 Maret 2017 dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat

/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

14/G/LH/2016/ PTUN.JKT tanggal 24 Maret 2017; &S?‘*v

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Mempﬁ“;@andmg
tertanggal 22 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengada{%‘rﬁ;ta Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017 dan Memori @_@mg tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / fge@bhdmg dan Tergugat Il
Intervensi/Pembanding pada tanggal 3 Juli 201%%tha alasan selengkapnya
permohonan banding sebagaimana tertuamét%dalam memori bandingnya dan
mohon kepada Majelis Hakim Pengad'?ab Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

("%v

berkenan untuk memutus sebaga,L% kut:

Q\&MENGADILI

1. Menerima dan ulkan permohonan banding dari Pembanding
untuk seluruhnyg{&

2. Membatal&/mutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

14/9 f 016/PTUN JKT tanggal 16 Maret 2017,
»%p MENGADILI SENDIRI:

[g»LAM PENUNDAAN

- Membatalkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang
Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT. Jakarta
Propertindo untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh eksepsi Pembanding;
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- Menyatakan gugatan para terbanding tidak dapat diterima (niet onvantkelijk
verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan menolak gugatan para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum PARA terbanding untuk membayar segala biaya/ongkos
perkara yang ditetapkan.
Bahwa Tergugat Il Intervensi / Pembanding telah mengajukan Me&gri

Banding tertanggal 22 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan P

Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017 dan M@Q@ﬂ Banding

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pen g‘%ga‘i‘/ Terbanding

dan Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Juhgﬁ@“l? bahwa alasan

selengkapnya permohonan banding sebaga|ma‘n:a§‘f)ertuang dalam memori

bandingnya dan mohon kepada Majelis Ha%@gzngadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta berkenan untuk memutai%é%agai berkut:

1. Menerima dan mengabulkarlbée,rmohonan banding dari Pembanding |
semulaTergugat Il Inter@(\ﬁntuk seluruhnya.

2. Membatalkan Putu@sﬁpengadnan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
14/G/LH/2016/P(<®N JKT tanggal 16 Maret 2017, yang dimohonkan

banding; *\}N

Ao
DALAM PENUNDAAN

Y

- " Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek gugatan dari PARA

MENGADILI SENDIRI:

PENGGUGAT untuk seluruhnya.

- Membatalkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang
Pemberian lIzin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT. Jakarta

Propertindo untuk seluruhnya;
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DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat Il intervensi seluruhnya;

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijk
verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Gubernur Nomor 2268
Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 in casu objek gugata@gang
Pemberian lzin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepqi&hkarta

§¢

Propertindo; ‘t?

e

- Menghukum para penggugat untuk membayar bla@}‘f@rkara

\‘w
Bahwa Para Penggugat / Terbanding tglagmengajukan Kontra Memori
§S

Banding terhadap Memori banding dang;_@bernur DKI Jakarta/Pembanding
tertanggal 12 September 2017, ya@g}dﬁtenma di Kepaniteraan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Ja@\?a pada tanggal 12 September 2017 dan
Kontra Memori Banding te@%ut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

AD

Tergugat/Pembandl n Tergugat Il Intervensi/ Pembanding pada tanggal 13

September 20®ahwa alasan selengkapnya Kontra memori banding
sebagalma@%rtuang dalam Kontra memori bandingnya dan mohon kepada
Ma;eln&lﬁakm Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk
n@};ﬁtus sebagai berkut:

Mengadili:
Dalam Eksepsi:
- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat/Pembanding;
Dalam Penundaan:
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat

/Terbanding;
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2. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk menunda
pelaksanaan atas Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang pemberian izin
Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo tertanggal
22 Oktober 2015 selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan
hukum tetap;

Dalam PokokPerkara :

s
§

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk eI@ya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernu \&:W;;Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015, Te%ﬁg P;mbenan 1zin
Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada Pb%ﬁkarta Propertindo,
Tertanggal 22 Oktober 2015; \“V
. %

3. Mewajibkan Tergugat/Pembanding urqg;tr?*” mencabut Surat Keputusan
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ib%@o‘t‘é‘y\]akarta Nomor 2268 Tahun 2015,
tentang pemberian Izin Pelaksa\\?;%a\f; Reklamasi Pulau F Kepada PT. Jakarta
Propertindo, tertanggal 2<‘§5t0ber 2015;

4. Menghukum Tergug\iuﬁe}a Pembanding untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara A@:&\’

Apabila maj akim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ex a q:g ono ;

Q\{;Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas
b4

perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara masing- masing

pada tanggal 26 April 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor 14/G/LH/2016/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam

HIim. 11 dari 30 him. Put.No.184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2017 dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum

Tergugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/
Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal
23 Maret 2017. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan
tanggal 16 Maret 2017 terhadap permohonan banding yang dlajukan p}eh
Tergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding pada ta@gél 23
Maret 2017 maka pengajuan banding masih dalam tenggang wa@t&jm (empat
belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undgh@:ﬂndang Nomor

. N .
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Ngg&"a', oleh karena itu

o\
permohonan banding dari Tergugat/Pembarﬁ?vété dan Tergugat Il
Ty
Intervensi/Pembanding secara formal dapat dﬁ@fﬂ’na

{ém‘»
Menimbang, bahwa setelah m&@pelajarl dengan seksama Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara;@a;(IZrta Nomor 14/G/LH/2016/PTUN-JKT
tanggal 16 Maret 2017, esg??a seluruh berkas perkara yang dimohonkan
banding, telah pula‘ ,,@m%ertimbangkan memori banding dari Tergugat/
Pembanding dan%gréu;at Il Intervensi/Pembanding maupun Kontra memori

banding darkgﬁ?&.Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Negara Jakarta (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat
B{%&?ndﬁ%) 'menyatakan sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis
Hgki% Tingkat Pertama tentang eksepsi, hamun tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

tentang pokok perkara, dengan alasan sebagaimana dalam pertimbangan

hukum selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara, yaitu reklamasi Pantai Utara

Jakarta adalah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintahan yang
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ditetapkan dalam keputusan Presiden (Keppres) No.52 Tahun 1995 tentang

Reklamasi Pantai Utara Jakarta;

Visi kebijakan pemerintahan tersebut ialah mewujudkan fungsi kawasan Pantai
Utara Jakarta sebagai kawasan andalan. Untuk itu diperlukan upaya penataan
dan pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta melalui reklamasi dan

sekaligus menata ulang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu

(vide Keppres bagian menimbang huruf b). ¥
& 4
¢ b4

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana tercantu.ﬁ%dz;lam
konsideran Keppres tersebut, mereklamasi Pantai Utara Jaka\r’t@f?nerupakan
kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan fu@gﬂ kawasan Pantai

T
Utara Jakarta sebagai kawasan andalan (vide Ke&p@eﬁ bagian menimbang
M\"’v

huruf a, b, dan ¢ jo bagian Mengingat angka 1); -
4 N
A0
Menimbang, bahwa atas dasar itu k%@nangan Gubernur Provinsi DKI
‘\w‘
Jakarta (i.c.Tergugat/Pembanding) - d roleh atas dasar pendelegasian

kewenangan sebagaimana tercgn‘n}dalam Pasal 4 Keppres Nomor 52 Tahun

1995, yaitu wewenang dargq\nggung jawab melaksanakan reklamasi Pantai
O

b g
Al Yy
Menimbag ,f‘bahwa pendelegasian kewenangan menurut ketentuan

Utara Jakarta;

Pasal 13 a) 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemeﬂgﬁghan (UU-AP) oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang
n@?ﬁbenkan delegasi menurut ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU-AP, dapat

menggunakan sendiri wewenang yang telah didelegasikan tersebut. --------------

Bahwa konsekuensinya:
1. Sesuai asas contrarius actus, wewenang untuk mengubah penetapan
Reklamasi Pantai Utara Jakarta hanya ada pada Pemerintah Pusat, wilayah
kewenangan (intra vires) Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebatas tanggung

jawab melaksanakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
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2. Pemerintah Pusat dapat menggunakan sendiri wewenangnya tersebut.
Dalam kasus a quo, Pemerintah Pusat melalui Menko Kemaritiman serta
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan menggunakan wewenangnya
dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH)
menjatuhkan sanksi administrasi (bestuurdwang) berupa penghentian
sementara moratorium reklamasi sebagai upaya tindakan kehati-hatian
dalam rangka perlindungan lingkungan hidup serta pemb@@?;

berkelanjutan maupun upaya-upaya mewujudkan keadilagii;%ﬁ’stributif
Yo,

terhadap masyarakat nelayan yang terdampak rekla@g&? Moratorium

S
dicabut setelah menurut keyakinan pemerintah {;é’ﬁ%ng dampak yang
O\
ditimbulkan dapat diatasi, dan hal itu diluar oby%;gg,engketa yang diminta uji
legalitasnya. & ?“"
o

1 ¢
Menimbang, bahwa atas dasar I@gig%ﬁés Nomor 52 Tahun 1995 tersebut

Y
Pemerintah provinsi DKI Jakartaﬂé‘ﬁ? mereklamasi Pantai Utara Jakarta
A
P e
berupa kegiatan penimbuna@;&aﬁ pengeringan laut di bagian perairan laut

Jakarta untuk penataar?gi;quh pengembangan kawasan Pantai Utara dalam
rangka mewujudk@rf{if}hbsi Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan

Ay,

(vide konside@@!&?asal 1 dan 2 Keppres Nomor 52 Tahun 1995). -------=-------
SO

Mewp ang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan TUN terbatas,
ya%{g’%*‘menguji legalitas Keputusan dan/atau tindakan pemerintahan
sg'a:gaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan 8 UU-AP, dan tidak berwenang menguiji
kebijakan pemerintahan. Dalam kasus a quo apakah kebijakan mereklamasi

Pantai Utara Jakarta itu benar atau salah bukanlah kewenangan pengadilan

administrasi (PTUN), karena jika hal itu dilakukan maka kekuasaan yudikatif

menjadi berada di atas eksekutif;
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Menimbang, bahwa atas dasar itu pengujian keabsahan objek sengketa
dari segi kewenangan, prosedur dan substansi tidak dapat dilakukan di luar
landasan hukum vyang dipergunakan oleh Tergugat/Pembanding, yaitu
peraturan dasar kewenangan yang berlaku terhadap objek sengketa ketika
diterbitkan. Dengan kata lain terhadap objek sengketa agar hasil pengujian
tidak bias harus dilakukan secara ex tunc karena kewenangan pemerintahan

dibatasi oleh waktu, wilayah, dan cakupannya (vide Pasal 15 UU-AP); -----------

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangka
kewenangan pemerintah melaksanakan reklamasi Pantura tel@ﬁ%tapkan
jauh sebelumnya dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1992?:20F’eh karenanya
pengujian keabsahan objek sengketa dasar pu?kagr‘@?a harus mengacu

substansi yang mengatur reklamasi Pantura dalamﬁ(ﬁb"pres tersebut. ------------
%

Bahwa meskipun kemudian ada Und&@g;@ndang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir déﬂ},’ulau -pulau Kecil sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan U\Qﬁaﬁg Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang
didalamnya mengatur tenta@*{gkﬁ’ama& (vide Pasal 34), disusul kemudian oleh
Peraturan Presiden No@*f% Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan
Jakarta, Bogor, \j«(éépok Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur
(Jabodetabe ~&$}§3r) yang didalamnya mengatur pula tentang reklamasi;

namun, ran perundang-undangan sebelumnya yang mengatur reklamasi

panﬁﬁ?&oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 dinyatakan
Y

mg*’sm berlaku;

Pasal 32 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yang diberlakukan pada

tanggal 5 Desember 2012 menyatakan:

(1) Permohonan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang

diajukan sebelum ditetapkannya peraturan presiden ini diproses sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum
ditetapkannya peraturan presiden ini.

(2) 1zin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan
sebelum ditetapkannya peraturan presiden ini dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan jangka waktu izin berakhir;

Pasal 33 ketentuan Penutup Perpres tersebut menyatakan semua

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan reklamasi di

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada, sepanjal \tjaak

N
bertentangan dengan peraturan presiden ini, tetap berlaku sam@dengan
%5
QS

, . . by
Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas meng@sﬁ%an: —————————————————————
n

dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru;

, Y
Pertama, terhadap pelaksanaan reklamasi Pantai” Utara Jakarta Keppres
Y

Nomor 52 Tahun 1995 beserta peraturam&@‘fbndang-undangan derivatnya
masih berlaku dan menjadi acuan @bﬁl dengan dikeluarkan peraturan
pelaksanaan Perpres Nomor 123 ;\l%%wf\{n ’2012.
Kedua, terhadap sengkit}?ﬁﬁ yang timbul oleh akibat dikeluarkannya

keputusan TUN mengg@@%%elaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang

digugat di Penga@i{_@ Tata Usaha Negara sebelum dikeluarkan Perpres Nomor

by

122 Tahun k&ggﬁiuji legalitasnya secara ex tunc dengan Keppres Nomor 52

tahun ,

,&\ -
berlaku- dan/atau sebelum peraturan pelaksanaan perundang-undangan baru
YN

N -
yaig mengatur reklamasi dikeluarkan.

beserta peraturan perundang-undangan derivatnya yang masih

Menimbang, bahwa atas dasar itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

banding akan menguji keabsahan objek sengketa dengan pertimbangan

hukum selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta (Tergugat/Pembanding) Nomor 2268 Tahun 2015, tanggal
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22 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F

kepada PT Jakarta Propertindo (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan kewenangan
Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa diberikan oleh Pasal 4
Keppres No.52 Tahun 1995. Kewenangan tersebut tidak dicabut oleh Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 maupun perubahannya dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- P%\au

Kecil beserta peraturan pelaksanaannya dalam Perpres Nomor 12%'Eahun

.%@_ __________

2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
”"%*g
Pasal 16 ayat (4) Perpres Nomor 122 Tahun 2012 menyataiﬁa%”

A D

Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin quaéiwﬂan izin pelaksanaan

reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewehangannya dan kegiatan
AP
reklamasi di pelabuhan perikanan yang di@@?oleh pemerintah daerah;

Kewenangan tersebut dlcan@x%an pula secara ekplisit dalam Pasal 6
Peraturan Menteri Kelautan %\r{“’Penkanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013

tentang Perizinan Reklaﬁ%ﬁ di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sebagaimana dmbabg&pgan Permen KP Nomor 28 Tahun 2014; ------------------

A
Pasal 6 Permg\w’%ﬁ ‘tersebut menyatakan:

Gubernym@wenang menerbitkan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan

reklamg pada:

a. W|Iayah lintas kabupaten/kota

b. Perairan laut diluar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau ke
arah perairan kepulauan;

c. Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah

provinsi;
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Pasal 8 Permen KP menyatakan:

Izin pelaksanaan reklamasi dengan luasan di atas 500 (lima ratus) hektar harus

mendapat rekomendasi dari menteri.

Menimbang, bahwa oleh karena yang direklamasi masih berada dalam
wilayah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan
luas bidang yang direklamasi . 190 (seratus Sembilan puluh) hektar (kurang
dari 500 hektar), Tergugat/Pembanding berwenang menerbitkan ogek
sengketa tanpa harus mendapatkan rekomendasi Menteri Kelau%a dan

% ‘9
Perikanan; B

\i,
Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan Tgéwggat/Pembandmg

mengelola dan melaksanakan reklamasi Pantura dlthan dalam Perda DKI

Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana.ié?“ Ruang Wilayah (RTRW)

DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan 20\3&%

4\{
Pasal 97 ayat (2) Perda tersebut men*at an:

Pemerintah daerah mengemt@n kawasan strategis PANTURA yang

merupakan kawasan strat@%?’*rkepentmgan ekonomi, lingkungan, dan sosial

. %Q
Pasal 101 ayat ( ,erda menyatakan:

Pada ka@ﬁrategis PANTURA sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (2)
A X

budaya.

N . . L
angan area reklamasi dan kawasan daratan pantai dilakukan secara

t&édu yang bersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan.

Pasal 102 Perda menyatakan:

(1) Penyelenggaraan reklamasi PANTURA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101, diarahkan bagi terwujudnya lahan hasil reklamasi siap bangun
dan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang yang terpadu dengan

penataan kembali kawasan daratan PANTURA.
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(2) Penataan kembali kawasan daratan PANTURA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil
guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan,
pelestarian bangunan bersejarah, kelancaran lalu lintas dan peningkatan
fungsi sistem pengendalian banjir baik itu banjir rob dan kenaikan muka

laut/sungai.

(3) Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi g@n
e’\% Y
penataan kembali kawasan daratan PANTURA sebagaimana) ksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu mel&l%u}kerja sama
usaha yang saling menguntungkan antara pemermtah@grah masyarakat,

dan dunia usaha. & f\ij;w

.\, 5
Menimbang, bahwa dengan demikian}\‘@e;da DKI Jakarta Nomor 1
AN
Tahun 2012 tentang Rencana Tata RL@Q@““\Nllayah DKI Jakarta mengikat
N
terhadap pemegang jabatan Kepal@iﬁ“éerah Khusus Ibukota Jakarta (i.c.

Tergugat/Pembanding) untuk mefé‘ksanakannya sampai dengan tahun 2030,

termasuk hal ini dalam mel%@anakan reklamasi PANTURA,
‘\k

Menimbang, «tﬁ%?‘re\/?/a terkait penentuan lokasi reklamasi dalam objek
sengketa yan G!;;‘;soalkan karena tidak didasarkan Rencana Zona Wilayah
Pesisir d%@au Pulau Kecil (RZWP3K), - mengenai hal ini - , Pasal 4 ayat (1)
Pe/pﬁ@;%}kNomor 122 Tahun 2012 menyatakan pada intinya: dilakukan
b&dasarkan RZWP3K provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi, kabupaten/kota. -------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penentuan lokasi reklamasi
dalam Perpres tentang RTRW tersebut pengaturannya bersifat kumulatif —

alternatif. Dengan demikian penentuan lokasi reklamasi dapat mendasarkan
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pada ketentuan RZWP3K dan RTRW, atau hanya mendasarkan pada

RZWP3K, atau mendasarkan RTRW.

Menimbang, bahwa oleh karena Perda DKI Jakarta tentang Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Perda DKI Jakarta tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta belum ada maka
penentuan lokasi reklamasi dalam objek sengketa tidak melanggar hukum,
karena Tergugat/Pembanding dapat mendasarkan pada Perda Nomor 1(Ta;%g,n
2012 tentang RTRW. Apalagi Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yar%%?rlaku
pada tanggal 5 Desember 2012 secara hukum belum berlaku, té{h’hdap objek
sengketa yang diterbitkan tanggal 22 Oktober 2012%%ngan demikian
mengacu ketentuan Pasal 32 dan 33 Perpres tersebyl da}am penentuan lokasi
reklamasi Pulau F Tergugat/Pembanding daagj%menggunakan peraturan
perundang-undangan yang telah ada y&@»@%am hal ini ketentuan RTRW
dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nom%pl Tahun 2012 yang berlaku tanggal

>
12 Januari 2012.

P
< \»

Menimbang, bahwa %@@%Jutnya dipertimbangkan mengenai persoalan
N
pelibatan masyarakag-é@m proses penyusunan AMDAL Pulau F;
4, )¢

ﬁ*"&m@

Bahwa otlﬁl;r karena reklamasi Pulau F termasuk kegiatan yang

berdampal@éﬁtmg terhadap lingkungan hidup maka wajib memiliki AMDAL.

\%&Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-
%

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UU-PPLH), disusun dokumen AMDAL dengan melibatkan

masyarakat berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan

lengkap serta diberitahukan sebelum dilaksanakan.

Bahwa pelibatan masyarakat tersebut menurut penjelasan Pasal 26 (1)

UU-PPLH, dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik
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dalam rangka menjaring saran dan tanggapan. Lebih lanjut tentang pelibatan
masyarakat dalam proses AMDAL diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 17 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, pelibatan masyarakat dalam

proses AMDAL telah dilakukan dan tidak menyalahi prosedur karena:

1. Berdasarkan bukti T-1I Intervensi-26; pelibatan masyarakat dalam proses
pengumuman dan konsultasi publik untuk menjaring saran dan tang%i?an
dilakukan dengan cara mengumumkan AMDAL kegiatan reklama‘?sPuIau F
di media cetak harian Terbit pada hari Kamis, tanggal %L Maret 2013

halaman 10. 2.

2. Berdasarkan bukti T-Il Intervensi 24 dan T-II |wMSI 27; yaitu Dokumen
AMDAL dan KA ANDAL, terdapat bukti g%hpa Berita Acara Konsultasi
Publik Studi AMDAL kegiatan reklar@s@ Pulau F, daftar hadir sosialisasi
reklamasi Pulau F, penetapa&%|3| penilai AMDAL, penetapan wakil

masyarakat dalam keang%c;{» aan Komisi Penilai AMDAL, dan hasil

keputusan Komisi ANK%&

Menlmbanﬁg%i?ahwa penetapan wakil masyarakat yang dilibatkan dalam
Komisi Penil@j@%ﬁDAL rencana kegiatan reklamasi Pulau F sebagaimana
dalam b 26b, telah ditetapkan dan disetujui pada tanggal 24 April 2013,
dag:zi sbtandatanganl oleh wakil masyarakat tersebut yaitu Garjito, Suryadi, dan
H{ily;n M. Winata Sasmita, sehingga tidak benar dalam pertimbangan majelis
hakim pengadilan tingkat pertama yang menyatakan surat persetujuan tidak

ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili (vide halaman 216 Putusan

Nomor 14/G/LH/2016/PTUN.JKT);

Menimbang, bahwa atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding

berpegang pada keabsahan alat bukti T-26b yang isinya pada pokoknya
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menyatakan hasil musyawarah masyarakat pada saat pelaksanaan konsultasi
publik dalam rangka studi AMDAL telah ditetapkan yang menjadi wakil
masyarakat dalam Komisi AMDAL rencana reklamasi Pulau F yaitu Bpk.
Garjito, Ketua LMK Pluit Kecamatan Penjaringan, Bpk H. lyan M. Winata
Sasmita, Ketua Himpunan Kerukunan Nelayan Indonesia Kecamatan

Penjaringan dan Bpk. Suryadi, tokoh masyarakat Kelurahan Pluit, Kecamatan

Penjaringan, pada tanggal 24 April 2013; ,
(&%W

Menimbang, bahwa oleh karena dalam reklamasi Pulau F ﬁ%miltasi

-
publik dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 April 2013 (vi%\é;hkkti T-26b),

maka proses pelibatan masyarakat dalam komisi AM@%” Pulau F tidak

™
melanggar Lampiran Bab Il Peraturan Menteri l\*l{eé@‘fé Lingkungan Hidup

Y
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman K@atan Masyarakat dalam

Proses AMDAL, karena dalam kasus a q&%kll masyarakat sudah dilibatkan

sejak tanggal 23 April 2013 dan sag\zala dengan tanggal 2 Desember 2014

sebagaimana  dalam bukE| 5\7,1 8¢ yaitu  Berita Acara  Nomor

81/ANDAL/TK/XI1/2014, dl&gk; wakil masyarakat tetap dilibatkan dalam
4

pelaksanaan gdang{g@ekms dan Komisi Penilai AMDAL reklamasi Pulau F

(nama-nama wak+@masyarakat tersebut tertulis dan ditandatangani oleh yang

) k@gﬁ?bang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim
T@f&kﬁt banding tidak terdapat pelanggaran perundang-undangan dalam
pelibatan masyarakat sebagai Tim komisi AMDAL rencana reklamasi Pulau F
baik dalam proses penetapannya maupun pelibatannya dalam penyusunan

AMDAL,;

Menimbang bahwa oleh karena ipso facto dalam kasus a quo objek
sengketa sebelum diterbitkan sudah dilengkapi AMDAL yang di dalamnya

terdapat:
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1. KA-ANDAL rencana reklamasi Pulau F, dibuat bulan Oktober 2013 ( vide
bukti T-26.a ).

2. RKL-RPL yang dibuat bulan Desember 2014 (vide bukti T-26.c).
3. ANDAL yang dibuat Desember 2014 (vide bukti T-26b).

4. Izin Lingkungan Nomor 273 tahun 2014 tanggal 22 Desember 2014 (vide
bukti T.Il.Intv.-8 ).

5. Kelayakan Lingkungan Hidup (KLH) Nomor 272 Tahun 2014 tanggal 22
Desember 2014 (vide bukti T.II Intv.-7).

~ Oy
{ Y

Maka secara hukum syarat-syarat yang ditentukan untuk suatu usah%;%afatau
kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup@&ﬁgaimana
>

ditentukan dalam Pasal 22 UU-PPLH sudah dipenuhi dan Qgé@di‘ianggar. ------
o
Menimbang, bahwa dalam proses penyusyffejj}ﬁ” AMDAL juga telah

N
melibatkan masyarakat bahkan sejak kony&?ﬁpublik dilakukan, maka

AN
menurut Majelis Hakim Tingkat banding éﬁ%ﬁ%l ketentuan Pasal 93 Undang-

N
Undang Nomor 32 Tahun 2009 (uy;}PLH), secara hukum tidak terdapat
p ¥

ketentuan yang dilanggar sehipgga ‘tidak ada alasan untuk mempersoalkan
CONY
f’”%\

f’\ =

\O

P N -

Menimbang, ,@‘Bbwa izin lingkungan adalah bagian yang tidak

. Sy

legalitasnya.

terpisahkan dar%ﬁﬁ’MDAL. Sementara AMDAL reklamasi Pulau F tidak
melanggir®\§§§/ératan yang ditentukan. Atas dasar itu tidak tepat secara
huklj&i@\ﬁm kasus a quo hakim pengadilan tingkat pertama menguiji legalitas
i@%ﬁ%gkungan di luar konteks AMDAL (tidak terkait dengan) AMDAL dan
AMDAL bukan objek sengketa, tetapi hasil pengujian dipakai dasar
pertimbangan untuk membatalkan objek sengketa. Bahwa dengan demikian

pengujian yang dilakukan sudah ke luar batas kewenangan (bersifat ultra

vires).

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan hal yang dipersoalkan

tentang persyaratan pengambilan material reklamasi;
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Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang
mengatur persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan

material reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden (vide Pasal 34

ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007).

Bahwa Perpres dimaksud adalah Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yang
dalam ketentuan Peralihan Pasal 32 dan Penutup Pasal 33 m%gh
memberlakukan semua peraturan perundangan terkait penzman r%afna&

sebelum Perpres diberlakukan pada tanggal 5 Desember 2012. % —

Menimbang, bahwa atas dasar itu yang berlaku ml%ﬁ;erda DKI Jakarta
Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW yang megg@r persyaratan teknis

pengambilan material reklamasi (vide Pasal 103&?3? (1) huruf h Perda Nomor
,&:}
A;m;v
-,
Menimbang, bahwa berdasaxhlg&‘rﬂr/ bukti T-Il Intervensi 17 dan T-

1 Tahun 2012).

Il.Intervensi 18, persyaratan te@?j@}’telah dipenuhi yaitu dalam pengambilan

material reklamasi Pulau F Q@rsyaratkan
-

1. Material urugan @berdasarkan hasil uji laboraturium merujuk Surat

,Q\
Pernyataan %Qgﬁaran Asal Material dari PT Jet Star atas hama PT Jakarta

S

Prop?r;j%@.
2. %ﬁ%ﬁmen Detail Engineering (DED) Reklamasi Pulau Green Bay (Pulau F)
Ai*/ang berisi :
- Rencana teknik pengambilan material
- Rencana metode pengangkutan, dan

- Tata cara penimbunan/pengurugan berikut kajian kondisi tanah dasar dan

perbaikannya.
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Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang izin prinsip

reklamasi yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 jo

Permen KP Nomor 17/PERMENKP/2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan ketentuan
Pasal 34 yang mengatur reklamasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 sebagaiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 diatur

lebih lanjut dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2012. Ketentuan Peralihan.dan
e hd
&%

Penutup Perpres tersebut menyatakan masih memberlakukan pf%atﬁran
perundang-undangan terkait reklamasi terhadap izin-izin re&@bra& yang
diajukan sebelum Perpres Nomor 122 Tahun 2012 dlberlalg;%an pada tanggal

5 Desember 2012;

)
Menimbang, bahwa dalam kasus a quo o@engketa didasarkan pada
persetujuan prinsip reklamasi Pulau F taqgaél 21 September 2012 yang
wa

diperpanjang pada tanggal 10 Juni ZO}Q,flde bukti T-1l Intervensi 1 dan T-II
Intervensi 2). Sementara ketent@ mengenai izin lokasi menurut Pasal 8
Peraturan Menteri KP Nom g\lﬂPERMENKP/ZOB belum dapat diberlakukan

terhadap objek sengke@ikérena Permen KP tersebut berlaku pada tanggal 5

Juli 2013; ,
o
. ‘Zgw’

Meni '\ng bahwa atas dasar itu mengenai izin lokasi berlaku

ketent@«ﬂ

lQ%ffda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan

Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura.

2. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

3. Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan

Jabodetabekpuncur.
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4. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030 yang

berlaku pada tanggal 12 Januari 2012.

5. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang

Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Menimbang, bahwa dengan demikian izin prinsip reklamasi yang
dijadikan dasar menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi (i.c objek sengketa)

tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

N3

aratan

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai {l
Ak

Ny,
yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam keputusan pemerintahanf%;?;’f‘f ———————————————

)y §7
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55;5§®AP tidak setiap
R
keputusan harus diberi alasan pertimbangan yurgki%osiologis, dan filosofis
asalkan keputusan tersebut diikuti dengan pe@é%%an rinci (vide Pasal 55 ayat
Oy

(2) UU-AP);

,& o~
N
Dalam kasus a quo objg&sengketa adalah keputusan di bidang

L X
perizinan yang didalamnya@gﬁ&ra rinci sudah mencantumkan dasar/alasan

s‘A =
keputusan tersebut dit‘eﬁbu;}?an (vide bagian menimbang huruf a, b, ¢, dan d.)

he

dengan disertai syﬁr‘&t-syarat dan/atau kewajiban yang harus ditaati dan
ﬁ{%"“‘*@

dilaksanakaanE“’Ejenerima keputusan, sehingga tidak diperlukan lagi alasan

Bahwa di samping itu seandainyapun suatu keputusan tidak
mencantumkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, tidak berakibat
keputusan tersebut tidak sah, karena disamping persyaratan demikian tidak
diatur dalam Pasal 55 UU-AP, suatu keputusan tidak sah jika ditetapkan oleh

pejabat yang tidak berwenang (vide Pasal 52 ayat (1) huruf a UU-AP); -----------
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Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas
maka dari segi wewenang, prosedur, dan substansi objek sengketa yang

diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tidak melanggar undang-undang dan

asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas dasar itu terhadap Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/LH/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Maret 2017
harus dibatalkan dan terhadap gugatan Para PenggugaUTerQ%n%ng
dinyatakan ditolak dan Pengadilan tingkat banding mengadili serld'xfg;%fer:gan
pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan deng@&ggﬁar putusan

sebagaimana tercantum di bawabh ini; b=

A x""‘;?
Menimbang, bahwa karena gugatan Para P@gﬂgaﬂerbamdmg telah

dinyatakan ditolak, dan putusan pengadilan yang.dimohonkan banding sudah
A
dinyatakan batal, maka penundaan yan@ﬁ%%kukan oleh hakim Pengadilan

tingkat pertama dalam putusan deng%?ﬁaksud untuk menunda pelaksanaan

B

keputusan objek sengketa, haras?uga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
e N

4&%

Menlmbang &é:éﬁwa oleh karena gugatan ditolak maka Para

hukum berlaku;

Penggugat/Te{Z%Lamg dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan
AL

ketentuan Rasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Ta@g‘gé}‘fa Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada

NV
k@QUa tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana

dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini,
Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan
sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
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sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu

kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta Peraturan Perundang-undang lain

yang terkait dengan sengketanya;

&Y
MENGADILI : ) "‘5%'
x ¥
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding*@%Terguga’[ Il

o

4

Intervensi/Pembanding;

ot
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha@é@gara Jakarta Nomor

14/G/LH/2016/PTUN.JKT tanggal 16 M&@Ol? yang dimohonkan

g&}%

banding, dan : 4@%%
MENGADLL&\SENDIRI
Dalam Penundaan: ‘::;3\’

- Menyatakan penundaar&%Jaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi
A,
DKI Jakarta Nomg@8 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan
Reklamasi E’&{éu kepada PT. Jakarta Propertindo tanggal 22 Oktober
Vo,

id \;\"empunyai kekuatan hukum berlaku;

Q@enyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/

Pembandmg tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara
pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan

sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
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Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18
Oktober 2017 oleh kami Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis,
H. SUGIYA, S.H.,M.H. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. masing masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta@iba&htu
oleh HARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Penga%l,an Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua Q&E pihak yang

bersengketa maupun kuasa hukumnya.

&

HAKIM ANGGOTA | 'XWETUA MAJELIS

&‘\t:;%
hv
H. SUGIYA, S.H.,M.H. X &x* Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

>
O

HAKIM ANGGO

KETLﬂQ&SMEN SUTA, S.H.
Q&»

PANITERA PENGGANTI,

HARSONQO, S.H.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .................... : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 45.000.-
3.Redaksi ......coeiiiiii . Rp. 5.000,-
4. Materai ......ooevvviiiii i : Rp. 6.000,-
5. BiayaProses Banding .............ccccceeenee : Rp. 164.000,-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.
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Q(;) UNTUK SALINAN
‘Qy PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Plt. PANITERA

MARUBA SILALAHI, S.H.,M.H.
NIP.195712151987031003
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